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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Kunci keberhasilan pembelajaran seorang siswa di sekolah ditunjang oleh 

berbagai hal, yang diantaranya adalah kurikulum yang sesuai, metode instruksi 

yang tepat serta guru yang berkualitas (Soussa 2003, 4). Menyadari hal ini, 

pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur kualifikasi guru melalui 

UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap 

guru wajib memiliki kualifikasi kompetensi yang dibuktikan melalui sertifikasi 

pendidik (Kementrian Keuangan RI 2019).  

Sertifikasi ini hanya dapat diperoleh melalui universitas-universitas 

dengan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi serta ditunjuk 

oleh pemerintah. Kualifikasi guru dalam hal ini berupa syarat pendidikan minimal 

S1 atau D-IV (strata I). Menurut pasal 13, baik penyelenggaraan maupun 

pendanaannya merupakan tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah 

daerah.  

Namun perihal pendanaan telah direvisi melalui Pakta Integritas, yang 

menyebutkan bahwa calon peserta sertifikasi guru yang mulai menjadi guru pada 

tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya harus membiayai sendiri program PG-

PPG (Sertifikasi Guru-Pendidikan Profesi Guru) yang ditempuhnya (Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI 2018). 

Dalam klasifikasi stakeholder dalam dunia pendidikan, guru merupakan 

pelanggan internal samapa seperti staf kependidikan lainnya. Pelanggan internal 
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adalahpara pegawai dari institusi pendidikan yang mempunyai kepentingan serius 

terhadap keberhasilan organisasi. Stakeholder lain dari sebuah sekolah adalah 

sebagai berikut: 

1. Para siswa atau pelanggan primer adalah stakeholder primer atau pihak 

yang menerima layanan secara langsung;  

2. Para orang tua siswa adalah stakeholder sekunder atau pihak yang 

mempunyai kepentingan langsung terhadap pendidikan tersebut yang 

dapat berupa seorang individu maupun sebuah organisasi; 

3. Masyarakat dan sekolah tempat para siswa kelak melanjutkan pendidikan 

mereka adalah stakeholder tersier atau pihak yang berkepentingan 

terhadap hasil pendidikan secara relatif tidak langsung, seperti perusahaan-

perusahaan yang akan mempekerjakan lulusan di masa depan; 

 

Tujuan program sertifikasi guru yang dinamakan Pendidikan Profesi Guru 

(PPG) ini adalah untuk memperbaiki hasil perekrutan guru-guru sebelum tahun 

2012 yang dinilai kurang teliti dalam menyaring guru-guru yang berkompetensi 

(De Ree, Al-Samarai dan Iskandar 2012, 2). Adapun kompetensi yang dicari 

dalam seorang guru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: 

a. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, 

perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. 
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b. Kompetensi kepribadian. Guru sebagai pendidik harus dapat memengaruhi 

pendidikan sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam 

masyarakat. Para guru dituntut untuk membelajarkan siswanya bagaimana 

menjadi disiplin, membaca bahkan mencintai membaca, menghargai 

waktu, hingga mematuhi tata nilai yang berlaku dalam masyarakat kita. 

c. Kompetensi Sosial. Guru adalah panutan di mata siswa dan masyarakat 

yang perilakunya merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, 

bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai karakter yang 

menyenangkan. 

d. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam mengarahkan 

kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, 

guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran yang disajikan melalui 

persiapan diri yang matang dengan membaca buku-buku teks terbaru, 

memperkaya referensi melalui berbagai sumber, dan mengikuti 

perkembangan terakhir tentang materi yang disajikan. Dalam pelaksanaan, 

guru harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran dalam ilmu 

keguruan. Sedangkan dalam evaluasi, guru harus mengembangkan 

ataupun memilih jenis tes yang tepat dalam mengukur hasil belajar siswa.  
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Tabel 1.1. Tabel Persentase Guru Berijazah Strata I pada Tahun 2017/2018 
Sumber: Rangkuman Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2017/2018, 45. 
 

Akibat adanya syarat pendidikan minimal dalam mengikuti program 

sertifikasi, minat para guru untuk melanjutkan studi pun meningkat. Hal ini 

ditandai dengan persentase guru bergelar S1 dan D-IV yang telah mencapai 97% 

(Tabel 1.1). Dari Tabel 1.1, tampak bahwa para guru Sekolah Dasar di Indonesia 

secara umum menempati kedudukan terbawah dalam kualifikasi pendidikan 

tenaga pengajarnya, dengan jumlah guru yang berpendidikan S1 atau lebih 

sebesar 86%. Sedangkan porsi guru berijazah S1 keatas terbesar dipegang oleh 

guru-guru Sekolah Menengah Atas dengan 97,4%.  

Adapun tabel 1.1 merinci jumlah guru di Sekolah Menengah (SM) yang 

merupakan gabungan antara SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan. Bila kita 

perhatikan, tingkat guru bergelar S1 atau lebih meningkat seiring dengan tingkat 

pendidikan dari sekolah tempat mereka mengajar. Ijazah pendidik dalam data 
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kemedikbud ini kurang mendetail, klasifikasi hanya terbagi kepada S1 ke atas dan 

kurang dari S1. Data ini tidak merinci berapa banyak guru sekolah di Indonesia 

yang belum bergelar diploma atau berapa banyak guru yang telah bergelar S2 atau 

bahkan S3. 

Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2009/2010 hingga 2014/2015, UU 

No. 14 tahun 2005 telah berhasil menaikkan banyaknya guru berijazah S1/D-IV 

atau lebih sebesar 15,27% per tahun, dimana jumlah guru di Indonesia meningkat 

sebesar 3,49% per tahun. Peningkatan terbesar terjadi di kalangan guru TK 

dengan 36,06%, lalu diikut dengan guru-guru SD dengan 27,54% per tahun. 

Sedangkan peningkatan terkecil terjadi di kalangan guru-guru SM (SMA dan 

SMK), yaitu 5,07% per tahun. Hal ini disebabkan oleh guru-guru SM telah 

memiliki proporsi guru berijazah S1/D-IV tertinggi sejak awal (Kemendikbud 

2017, 29). 

Hanya program sertifikasi ini sebatas memperbaiki data kualifikasi dan 

meningkatkan penghasilan guru tanpa disertai perbaikan profesionalisme guru di 

lapangan. Komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan terlihat 

dari Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) yang menyiapkan belanja 

negara di bidang pendidikan hingga 20% dari total anggaran (Detik 2018).  

Sebuah studi menunjukkan tidak ada bukti kuat dari keefektifan sertifikasi 

guru terhadap hasil pembelajaran siswa dan kinerja para guru sendiri, diukur dari 

nilai ujian siswa, nilai ujian guru, tingkat kehadiran guru, dan keterlibatan guru 

dalam pekerjaan sampingan diluar mengajar (Kusumawardhani 2017, 590). Guru 

bersertifikasi menerima tunjangan tambahan diluar gaji bulanan sebagai insentif 

agar lebih berkomitmen terhadap tugasnya. Namun hal ini ternyata tidak dapat 
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mengubah kebiasaan beberapa guru untuk melakukan pekerjaan sampingan yang 

bertujuan untuk menambah penghasilan. 

Salah satu bentuk pengukuran dari hasil belajar siswa adalah dengan 

menggunakan capaian nilai hasil belajar para peserta didik (Nurgiyantoro 2017, 

30). Selain untuk mengukur hasil belajar seorang peserta didik, tinggi rendahnya 

capaian nilai juga dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan maupun kegagalan 

guru dalam membelajarkan siswanya. Berhasil tidaknya seorang guru dapat dilihat 

dari rata-rata hitung peserta didik dalam kelasnya. Lebih jauh lagi, informasi dari 

penilaian merupakan umpan balik terhadap kurikulum yang berlaku. Sehingga 

penilaian dapat dipandang sebagai quality control dari kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan (Nurgiyantoro 2017, 39). 

Dalam perspektif internasional, pengukuran hasil pembelajaran dari 

sebuah negara diantaranya dapat dilihat dari hasil penilaian Third International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student 

Assessment (PISA). Jika PISA mengukur   kinerja skolastik para pelajar di suatu 

negara dalam bidang Matematika, Sains dan Membaca, TIMSS berfokus pada 

evaluasi keterampilan Matematika dan Sains saja. Subyek penilaiannya pun 

berbeda, PISA mengukur keterampilan kognitif dari siswa-siswa kelas IX 

sedangkan TIMSS mengevaluasi para pelajar kelas 4 dan kelas 8 (Barrro & Lee 

2015, 190). 

Indonesia berpartisipasi dalam pengukuran kedua organisasi ini. Kedua tes 

ini cukup berpengaruh di dunia serta diakui kehandalannya sebagai alat ukur 

kompetensi dan keterampilan, sehingga hasil studi mereka sangat berperan dalam 

peningkatan mutu pendidikan Indonesia (Nurgiyantoro 2017, 418). Kedua hasil 
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tes ini berguna dalam menjelaskan bagaimana posisi kualitas pendidikan di 

Indonesia serta upaya-upaya apa yang dapat ditempuh untuk memperbaiki 

kualitas tersebut dengan melihat bagaimana negara-negara dengan skor PISA 

(OECD 2018) yang tinggi mengelola dunia pendidikan mereka. 

Di Indonesia, ukuran capaian belajar yang dikenal luas adalah nilai Ujian 

Nasional (UN) adalah sebuah tes sumatif yang diberikan kepada siswa-siswi yang 

akan menyelesaikan pendidikan mereka di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah (SM). Tes sumatif 

dilaksanakan oleh evaluator yang independen dan tidak terlibat dalam proses 

instruksi yang telah berlangsung dalam organisasi pendidikan tersebut, dalam hal 

ini, tidak berasal dari sekolah (Dick, Carey, dan Carey 2015, 8-9). Sedangkan tes 

formatif dipersiapkan dan dilaksanakan oleh guru kelas sebagai sarana untuk 

mengukur keampuhan dari instruksi yang telah dijalankan. 

 Pada tingkat SD, ada tiga mata pelajaran, yang diujikan, yaitu Bahasa 

Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada tingkat SMP, ada 

empat mata pelajaran yang diujikan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada tingkat selanjutnya, mata 

pelajaran yang diujikan bergantung pada jenis sekolah dan penjurusannya. Untuk 

siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), ada enam mata pelajaran yang diujikan 

menurut jurusannya dengan tiga mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua 

jurusan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Sedangkan 

untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), ada empat mata pelajaran yang 

diujikan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Teori 

Kejuruan.  
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1.2. Identifikasi Masalah  

Pada tahun 2018, perolehan rata-rata nilai UN sepuluh SMP pencapai nilai 

tertinggi di DKI Jakarta adalah seperti ditunjukkan Tabel 1.2. 

No. Nama Sekolah Nilai UN Nilai UN (%) 

1 SMP Labschool Kebayoran 349,20 87,3 

2 SMP Kristen 2 BPK Penabur 347,65 86,9 

3 SMP Djuwita 347,38 86,8 

4 SMP Negeri 115 347,37 86,8 

5 SMP LabSchool Jakarta 345,14 86,3 

6 SMP Santa Ursula 343,50 85,9 

7 SMP Negeri 41 343,30 85,8 

8 SMP Kanisius 341,10 85,3 

9 SMP Kristen 8 Penabur 341,06 85,3 

10 SMP Kristen 7 Penabur 340,07 85,0 

Tabel 1.2. Daftar Sepuluh SMP Peraih Rata-rata Nilai UN Tertinggi di DKI Jakarta 

Sumber: https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/29/09313561/10-smp-terbaik-

dki-jakarta-berdasarkan-nilai-un.  

 

 Dari Tabel 1.2 tampak bahwa SMP Labschool Kebayoran mengungguli 

dengan berhasil mencapai rata-rata nilai UN 87. Hal lain yang menjadi perhatian 

adalah dari sepuluh sekolah ini, hanya SMP Negeri 115 dan 41 yang merupakan 

sekolah negeri. Bila kita tilik dari kualifikasi tenaga pendidiknya ternyata lebih 

dari 60% pengajar SMP Labschool Kemayoran memiliki sertifikasi PPG (Tabel 

1.3). Sementara SMP Kristen 2 BPK Penabur, hanya 16% dari tenaga pengajarnya 

yang bersertifikasi PPG. Di pihak lain, SMP Tarakanita 1 yang persentase guru 

bersertifikasinya mencapai 93% hanya mencapai rata-rata nilai UN sekitar 70. 

https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/29/09313561/10-smp-terbaik-dki-jakarta-berdasarkan-nilai-un
https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/29/09313561/10-smp-terbaik-dki-jakarta-berdasarkan-nilai-un
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 SMP Dian Harapan yang seluruh tenaga pendidiknya berpendidikan S1 

hanya 38% yang telah mengikuti program PPG, namun mampu mencapai rata-rata 

nilai UN 83, 18. Perbandingan data yang lebih mencolok ditunjukkan oleh SMP 

Kanisius yang hanya 8% tenaga pengajarnya bersertifikasi dengan SMP Negeri 

146 dan SMP Negeri 26 yang 88% tenaga pengajarnya bersertifikasi, namun SMP 

Kanisius berhasil masuk sepuluh SMP peraih rata-rata nilai UN terbaik (Tabel 

1.2) dengan skor 85,8 sedangkan SMP Negeri 146 dan SMP Negeri 26 berturut-

turut memperoleh skor 53,05 dan 56,0 (Tabel 1.3). 

No. Nama Sekolah 

Nilai 

UN 

2018 

Persentase Kualifikasi Guru 
Rom-

bel S1 PPG Tetap 

1 SMP Tarakanita 1 69,99 100 93 93 33 

2 SMP Tarakanita 5 73,24 100 82 94 25 

3 SMP Labschool 

Kebayoran 

87,30 100 68 92 29 

4 SMP Dian Harapan 83,18 100 38 80 26 

5 SMPK 2 Penabur 86,91 100 16 97 34 

6 SMP Kanisius 85,83 100 8 92 27 

7 SMP Santa Ursula 85,88 100 65 80 36 

8 SMP Negeri 115 86,84 98 76 82 36 

9 SMP Negeri 146 53,05 100 88 91 33 

10 SMP Negeri 26 56,00 94 88 84 35 

Tabel. 1.3. Daftar SMP dengan Ukuran Rombel Besar 

Sumber: Data Informasi Sekolah Kemendikbud (http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/) 

 

Hal yang sama dari SMP Dian Harapan dan Kanisius adalah jumlah siswa 

yang diajar seorang guru dalam sebuah pertemuan atau rombongan belajar 

(rombel) tidak melebihi dari 30 siswa per kelas, secara berurutan yaitu, 26 dan 27. 

http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/
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Adapun angka rombel yang digunakan disini adalah rombel kelas IX karena kelas 

ini yang mengikuti UN pada akhir tahun ajaran. Sementara SMP Negeri 146 dan 

SMP Negeri 26 memiliki angka rombel yang besar yakni, 33 dan 35. Bila SMP 

Tarakanita 1 dan SMP Tarakanita 5 dibandingkan, rombel Tarakanita 1 berjumlah 

33 siswa menghasilkan rata-rata nilai UN sekitar 70, sementara rombel Tarakanita 

5 berjumlah 25 menghasilkan mean nilai UN sebesar 73,24. Dari perbandingan 

dua SMP dari yayasan yang sama ini, terlihat bahwa ukuran rombel juga 

mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan para siswa dalam 

menghadapi ujian nasional. 

No. Nama Sekolah 
UN 

2018 

Persentase Kualifikasi 

Guru Rom-

bel S1 Serti-

fikat 

Tetap 

1 SMP St. Fransiskus I 58,74 88 50 50 16 

2 SMP Sint Joseph 54,40 92 17 25 18 

3 SMP PSKD 1 51,88 100 17 33 12 

4 SMP Advent Menteng 71,99 80 30 80 12 

5 SMP Darul Ma`Arif Islamic 

School 

67,92 83 0 0 10 

6 SMP Ichtus 74,61 89 0 100 10 

7 SMP Westin 69,72 80 20 100 19 

Tabel 1.4. Daftar SMP dengan Ukuran Rombel Kecil 

(http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/) 

 

Tabel 1.4 menunjukkan beberapa SMP di Jakarta yang memiliki angka 

rombel kecil atau dibawah 20 siswa. SMP Ichtus dan SMP Westin dengan angka 

rombel 10 dan 19 siswa mampu mencapai rata-rata nilai UN sebesar 74,6 dan 69,7 

walaupun SMP Ichtus tidak memiliki satupun guru yang bersertifikasi PPG dan 

SMP Westin hanya mempunyai 20%. Namun keduanya memiliki proporsi guru 

berstatus guru tetap sebesar 100%. Di pihak lain, SMP St. Fransiskus I, SMP Sint 

Joseph, dan SMP PSKD 1, yang juga memiliki angka persentase guru 

http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/
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bersertifikasi yang hanya sebesar 50% dan 17% hanya mampu mencapai rata-rata 

nilai UN pada kisaran 50 poin. Namun ketiga sekolah ini mempunya karakteristik 

yang sama, yaitu rendahnya persentase guru berstatus tetap pada sekolah tersebut. 

SMP Advent Menteng sekalipun mempunyai rombel sebesar 12 siswa, 

mampu mencapai mean nilai UN sebesar 72 poin. Hal yang membedakannya dari 

ketiga SMP sebelumnya adalah sekolah ini mempunyai persentase guru tetap 

sebanyak 80%. Hal yang sama tampak pada SMP Ichtus dan Westin yang seluruh 

tenaga pengajarnya berstatus guru tetap (100%). Walaupun SMP Westin hanya 

mempunyai 20% guru bersertifikat PPG dan SMP Ichtus tidak memiliki satu guru 

pun yang bersertifikasi PPG, dengan rombel yang kecil, kedua sekolah ini mampu 

mencatat rata-rata nilai UN pada kisaran 70. 

Namun SMP Darul Ma`Arif Islamic School menunjukkan temuan yang 

sama sekali berbeda. Sekolah ini hanya mengandalkan jenjang pendidikan tinggi 

dari para gurunya sudah cukup untuk mengantar para siswanya untuk mencapai 

rata-rata nilai UN sebesar 67,9. Dari tabel 1.4 kita dapati bahwa sekolah ini tidak 

mempunyai satu gurupun yang bersertifikasi PPG maupun berstatus guru tetap. 

Dengan kata lain, organisasi pendidikan ini beroperasi dengan mengandalkan 

tenaga pendidik yang seluruhnya merupakan guru tidak tetap. 

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Permasalahan 

Jika kita memperhatikan rerata ujian nasional dari tahun 2015 ke tahun 

2018, pada Grafik 1.1, dunia pendidikan Indonesia terus mengalami penurunan. 

Rerata UN yang semula berada diatas 60 merosot menjadi 51,10. DKI Jakarta 

juga mengalami tren rerata nilai UN yang mirip, namun pada tahun 2018 rerata 

tersebut sedikit meningkat menjadi 57,98. Jawa Barat di pihak lain mengalami 
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perkembangan yang berbeda. Pada tahun 2016, provinsi ini sempat mencapai rata-

rata UN yang jauh melampaui rata-rata dengan nilai 62,05. Akan tetapi, rerata ini 

merosot menjadi 52,92 pada tahun 2018. 

 

Gambar 1.1. Perkembangan Rerata Nilai UN Tahun 2015-2018 

Sumber: Capaian Nilai Ujian Nasional (https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id) 

 

Pada saat yang sama, jumlah guru yang telah mengikuti program PPG 

terus bertambah semenjak pemberlakuan UU No. 14 tahun 2005. Selain itu, 

terjadi pemberlakukan kurikulum baru pada tahun 2013 yang dikenal dengan 

Kurikulum 2013 (K-13) dan kurikulum ini mengundang banyak kontroversi 

karena sekolah dan guru pada umumnya belum siap untuk melaksanakannya 

(Nugiyantoro 2017, 40).   

K-13 diberlakukan pemerintah melalui Kemendiknas sebagai reaksi 

terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sebelumnya 

bernama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Perubahan kurikulum ini juga 
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https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
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dikembangkan berdasarkan materi pembelajaran berbasis kompetensi yang sesuai 

dan memenuhi kecukupan tes internasional seperti PISA (Rusman 2018, 459). 

KBK mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 2014 sedangkan 

KTSP pada tahun ajaran 2006/2007. KTSP menekankan penggunaan teknik 

penugasan proyek dalam kegiatan pembelajarannya sedangkan dalam bidang 

penilaiannya menekankan authentic assessment yang merupakan cara penilaian 

efektif dalam mengukur pencapaian intelektual karena penilaian ini menuntut 

siswa untuk mendemonstrasikan pemahaman yang mendalam, higher-order 

thingking, serta pemecahan masalah yang kompleks melalui tugas-tugas yang 

diberikan (Koh 2017, 1).  

Di pihak lain, sekalipun sama-sama kurikulum berbasis kompetensi atau 

menggunakan metode penugasan proyek, K-13 menekankan pentingnya discovery 

learning. Dari sisi penilaian, K-13 mengharuskan penilaian secara menyeluruh 

baik berbasis tes maupun non-tes atau portofolio. Penilaian guru harus mencakup 

proses dan output dengan menggunakan authentic assessment (Rusman 2018, 

459). Sehingga rapor memuat penilaian deskripsi kualitatif akan sikap, 

pengetahuan serta keterampilan peserta didik. Hal ini dinilai sangat merepotkan 

para guru.  

Fokus penelitian ini adalah menganalisis dampak kualifikasi guru terhadap 

capaian belajar siswa. Dengan menggunakan data proporsi guru berijazah S1, 

proporsi guru guru bersertifikasi, serta status kepegawaian guru yang dikeluarkan 

oleh Kemendikbud serta diverifikasi pada tahun ajaran 2017/2018. Kinerja siswa 

diukur dengan alat ukur ujian nasional (UN) yang ketika dikumpulkan dari tahun 

ajaran yang sama merupakan tes standar. Standar disini berarti tingkat 
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kemampuan tertentu yang harus dimiliki peserta didik pada satuan pendidikan 

atau program tertentu. Bila kita menggunakan hasil UN SMP, maka tes ini 

bertujuan untuk mengukur kemampuan beberapa mata pelajaran yang harus 

dimiliki peserta didik SMP (Nurgiyantoro 2017, 127).  

Memperbandingkan data antar tahun dalam sepuluh tahun terakhir sulit 

untuk dilakukan karena kurikulum nasional yang berlaku di Indonesia sering 

berganti. Contohnya adalah membandingkan hasil UN tahun 2012 dengan hasil 

UN tahun 2015, yang masing-masing dilaksanakan dibawah kurikulum yang 

berbeda. Sekalipun hanya berbeda tiga tahun, UN 2012 disusun berdasarkan 

kurikulum KTSP sedangkan UN 2015 berdasarkan K-13. Penelitian ini tidak akan 

membedah soal-soal UN maupun keampuhannya dalam mengukur kompetensi 

atau indikator yang hendak dicapai melalui masing-masing mata ujian. 

Penelitian ini akan mempergunakan data hasil UN tingkat SMP di DKI 

Jakarta tahun ajaran 2017/2018 dari website Kemendikbud RI untuk 

memperbandingkan subyek penelitian yang sama dengan OECD, yaitu anak-anak 

berusia 15 tahun. Usia siswa-siswa kelas IX pada saat melakukan UN tingkat 

sekolah menengah pertama juga secara rata-rata 15 tahun. Maka batasan 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirangkum kedalam tiga hal: 

1. Penelitian ini tidak memeriksa menganalisis butir-butir soal UN, tidak 

akan memeriksa validitas maupun realibilitas soal UN sebagai standar tes 

kemampuan akademik siswa-siswi SMP di Indonesia. 

2. Penelitian ini tidak memeriksa validitas dan realibiltas dari program 

sertifikasi yang telah dijalankan selama ini. 
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3. Penelitian ini juga tidak akan membedah lebih jauh kurikulum-kurikulum 

yang pernah berlaku maupun memeriksa apakah penurunan kinerja siswa-

siswa kelas IX dalam penilaian Ujian Nasional adalah akibat kurikulum 

yang kurang tepat. 

1.4  Rumusan Masalah 

Masalah utama yang hendak ditelusuri melalui penelitian ini adalah 

apakah kualifikasi guru memengaruhi kinerja para siswanya. Hal ini dilihat dari 

aspek tingkat pendidikan guru, apakah guru bersertifikasi atau tidak, serta status 

kepegawaiann. Peneliti akan membandingkan guru berstatus pegawai negeri sipil 

(PNS) atau pegawai tetap yayasan (PTY) dibandingkan keseluruhan guru dalam 

sekolah tersebut sehinggan menghasilkan rasio guru PNS-PTY. Semakin banyak 

guru berstatus tetap dalam sekolah tersebut, semakin efektif organisasi pendidikan 

tersebut (Wilkin et al. 2018, 214). 

Selain itu, studi ini juga melihat apakah ada pengaruh ukuran rombel 

(class size) terhadap capaian belajar siswa. Masalah yang hendak diteliti dalam 

tesis ini adalah faktor-faktor yang menentukan capaian belajar (learning outcome) 

para siswa diukur melalui nilai Ujian Nasional. Dimana faktor-faktor tersebut 

merupakan hasil kebijakan pihak manajemen sekolah dalam meningkatkan atau 

mempertahankan kualitas pendidikan sekolahnya. Pokok permasalahan ini secara 

lebih detail hendak menjelaskan hal-hal berikut: 

1. Apakah banyaknya guru yang guru berijazah S1 atau lebih memengaruhi 

rata-rata nilai UN sekolah? 

2. Apakah banyaknya guru yang bersertifikasi memengaruhi rata-rata nilai 

UN sekolah? 
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3. Apakah banyaknya guru berstatus pegawai negeri atau pegawai tetap 

memengaruhi rata-rata nilai UN sekolah? 

4. Apakah ukuran banyaknya siswa yang diajar seorang guru (rombel) 

memengaruhi rata-rata nilai UN sekolah? 

1.5. Tujuan penelitian 

Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk mencari faktor-faktor 

yang memengaruhi capaian belajar siswa SMP yang diukur dari nilai UN di 

wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan persamaan linear (regresi). Dimana 

lebih rinci lagi tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh banyaknya guru yang guru 

berijazah S1 atau lebih terhadap rata-rata nilai UN sekolah. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh banyaknya guru yang 

bersertifikasi terhdap rata-rata nilai UN sekolah. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh banyaknya guru berstatus 

pegawai negeri atau pegawai tetap terhdap rata-rata nilai UN sekolah. 

4. Untuk mengtahui apakah ada pengaruh ukuran rombel terhadap rata-rata 

nilai UN sekolah. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberi berbagai manfaat kepada pihak-pihak sebagai 

berikut: 

a) Manajemen sekolah. 

Studi ini memberikan masukan kepada para kepala sekolah akan kebijakan 

sumber daya manusia apa yang sebaiknya diambil dalam rangka 

meningkatkan capaian belajar siswa. Guru yang berkualitas didapat 



17 

 

melalui prekrutan serta kebijakan pasca perekrutan yang diantaranya 

berupa program sertifikasi keguruan dan pelatihan (training). Penelitian 

ini akan memberikan saran dalam menentukan kualifikasi seperti apa yang 

sebaiknya ditetapkan manajemen sekolah dalam menyaring staf pengajar. 

Lalu penelitian ini juga akan memberikan saran kepada kepala sekolah 

bagaimana meningkatkan capaian belajar siswa melalui kebijakan 

investasi sumber daya manusia dan jumlah penerimaan siswa. 

b) Perumus kebijakan bidang pendidikan Republik Indonesia.  

Penelitian ini memberikan masukan terhadap alokasi dana dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan di tanah air, aspek apa yang sebaiknya 

mendapat alokasi dana terbesar. 

c) Para orang tua calon siswa SMP pada khususnya dan para orang tua siswa 

di Indonesia pada umumnya. Penelitian ini memberikan panduan bagi para 

orang tua dalam memilih sekolah yang tepat bagi anak mereka.  

d) Para guru di Indonesia.  

Penelitian ini memberikan pandangan mendalam bagi para guru terkait 

program pembenahan kualitas guru yang harus mereka jalani. Sekalipun 

secara deskriptif, capaian hasil belajar siswa SMP Indonesia mengalami 

penurunan, penelitian ini akan menunjukkan beberapa faktor yang layak 

mendapat perhatian. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini terdiri atas bagian-bagian bab sebagai berikut: 

1. Bab I menguraikan latar belakang penelitian yang berupa temuan penulis 

pada data nilai UN dan data informasi sekolah-sekolah menengah pertama 



18 

 

di DKI Jakarta. Melalui pengamatan data ini, perumasan masalah serta 

pembatasannya dilakukan berdasarkan perspektif manajemen sekolah 

dalam upayanya untuk menghasilkan capaian belajar yang tinggi. 

2. Bab II berisi tentang teori-teori dalam capaian belajar siswa serta faktor-

faktor yang memengaruhinya. Bagian ini juga berisi penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya dalam menjelaskan pengaruh dari faktor-

faktor penentu terhadap capaian belajar siswa kelas IX yang diukur dengan 

rata-rata nilai UN sekolah. 

3. Bab III menjelaskan mengenai bagaimana data jumlah guru berijazah S1, 

bersertifikasi, dan berstatus guru tetap dikonversi ke dalam bentuk 

persentase, juga bagaimana ukuran rombel dihitung. Data yang terkumpul 

meliputi 950 SMP yang berupa SMP negeri dan SMP swasta yang 

berlokasi di DKI Jakarta. 

4. Bab IV menguraikan data variabel terikat yang tidak terdistribusi normal 

serta tidak terbukti adanya autokorelasi antar variabel bebas. Terlepas dari 

temuan dari Tabel 1.2 yang menunjukkan bahwa dari sepuluh SMP yang 

mencapai rata-rata UN tertinggi, delapan sekolah merupakan SMP swasta, 

deskripsi data menunjukkan bahwa rerata nilai UN SMP negeri lebih 

tinggi daripada SMP swasta. Model regresi yang diturunkan menunjukkan 

bahwa banyaknya guru berijazah S1 dan guru bersertifikasi berhubungan 

positif dengan rata-rata nilai UN sedangkan ukuran rombongan belajar 

berhubungan negative dengan rata-rata nilai UN. Sementara banyaknya 

guru berstatus guru tetap tidak terbukti signifikan memengaruhi rata-rata 

nilai UN sebuah sekolah. 
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5. Bab V menjelaskan bagaimana penelitian ini merekomendasikan 

kebijakan yang bersifat high cost berdasarkan analisis regresi berganda 

yang telah dilaksanakan pada Bab IV. Guru berkualifikasi pendidikan dan 

kompetensi memengaruhi capaian belajar siswa secara positif dan 

demikian halnya dengan rombongan belajar berukuran kecil. 




